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Abstract. This study examines the implementation of the House of Representatives’ (Dewan 

Perwakilan Rakyat / DPR) right of inquiry (hak angket) as a legislative oversight instrument 

in realizing the principle of checks and balances within the Indonesian constitutional system. 

The right of inquiry has a strong constitutional basis as stipulated in Article 20A paragraph 

(2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and is further regulated in Law 

Number 17 of 2014 concerning the MPR, DPR, DPD, and DPRD. This research employs a 

normative legal research method using a statutory approach and a conceptual approach, with 

qualitative analysis of primary, secondary, and tertiary legal materials. The findings indicate 

that normatively, the right of inquiry constitutes an essential component of the checks and 

balances mechanism between the legislative and executive branches. However, in 

constitutional practice, its implementation has not functioned optimally. Case studies such 

as the Bank Century inquiry, the DPR’s use of the right of inquiry against the Corruption 

Eradication Commission (KPK) in 2017, and the discourse surrounding the proposed inquiry 

into the Constitutional Court’s decision in 2023 demonstrate the presence of political 

distortion, normative ambiguity, and institutional constraints that weaken its effectiveness. 

This study concludes that although the right of inquiry holds a strategic position within 

Indonesia’s constitutional framework, regulatory refinement, strengthened political 

integrity, and enhanced institutional capacity of the DPR are necessary to ensure that it 

functions effectively as a constitutional oversight instrument and a guardian of the balance 

of power. 
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Abstrak. Penelitian ini mengkaji implementasi hak angket Dewan Perwakilan Rakyat 

(DPR) sebagai instrumen pengawasan legislatif dalam mewujudkan prinsip checks and 

balances dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Hak angket memiliki dasar konstitusional 

yang kuat sebagaimana diatur dalam Pasal 20A ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 dan diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 17 

Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Penelitian ini menggunakan metode 

penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan 

pendekatan konseptual, serta dianalisis secara kualitatif terhadap bahan hukum primer, 

sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif hak angket 

merupakan bagian penting dari mekanisme checks and balances antara lembaga legislatif 

dan eksekutif. Namun, dalam praktik ketatanegaraan, pelaksanaan hak angket DPR belum 

berjalan secara optimal. Studi kasus seperti hak angket Bank Century, penggunaan hak 

angket terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tahun 2017, serta wacana hak angket 

terhadap putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2023 memperlihatkan adanya distorsi politik, 

kekaburan norma, serta keterbatasan kelembagaan yang menghambat efektivitas hak angket. 

Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun hak angket memiliki posisi strategis dalam 

sistem ketatanegaraan Indonesia, diperlukan penyempurnaan regulasi, penguatan integritas 

politik DPR, dan peningkatan kapasitas kelembagaan agar hak angket dapat berfungsi secara 

optimal sebagai instrumen pengawasan konstitusional dan penjaga keseimbangan 

kekuasaan. 

Kata Kunci: Hak Angket, Dewan Perwakilan Rakyat, Checks and Balances. 
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A. Pendahuluan  

Indonesia sebagai negara hukum menempatkan konstitusi sebagai hukum tertinggi yang 

menjadi landasan dalam penyelenggaraan kekuasaan negara (Mustari et al., 2024). Tujuan bernegara 

sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945 menegaskan pentingnya penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, akuntabel, dan 

berorientasi pada kesejahteraan rakyat (Umboh, 2020). Untuk mewujudkan tujuan tersebut, 

diperlukan mekanisme pengawasan yang efektif terhadap pelaksanaan kekuasaan negara agar tidak 

terjadi penyalahgunaan kewenangan oleh penyelenggara pemerintahan (Sunarto, 2016). 

Dalam sistem ketatanegaraan modern, pembatasan kekuasaan merupakan prinsip fundamental 

untuk mencegah terjadinya kekuasaan yang bersifat absolut (Ruheda et al., 2020). Pemikiran 

mengenai pembatasan kekuasaan secara klasik dikemukakan oleh Montesquieu melalui konsep 

pemisahan kekuasaan (separation of powers), yang membagi kekuasaan negara ke dalam tiga cabang, 

yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif (Pulungan dan Tyesta, 2022). Pembagian tersebut 

dimaksudkan agar setiap cabang kekuasaan tidak saling mendominasi dan dapat menjalankan 

fungsinya secara mandiri. 

Seiring perkembangan praktik ketatanegaraan, konsep pemisahan kekuasaan tidak lagi 

diterapkan secara kaku, melainkan dilengkapi dengan mekanisme checks and balances (Budiarjo, 

2008). Prinsip checks and balances memungkinkan setiap cabang kekuasaan untuk saling mengawasi 

dan mengendalikan, sehingga tercipta keseimbangan kekuasaan dalam penyelenggaraan negara 

(Asshidqie, 2006). Prinsip ini menjadi elemen penting dalam sistem demokrasi konstitusional karena 

berfungsi sebagai instrumen pencegah penyalahgunaan kekuasaan. 

Penerapan prinsip checks and balances dalam sistem ketatanegaraan Indonesia tercermin 

dalam hubungan antara Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden (Widodo, 2019). DPR sebagai 

lembaga perwakilan rakyat memiliki tiga fungsi utama, yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan 

fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan memegang peranan strategis karena berkaitan langsung 

dengan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan tindakan pemerintah (Muliadi dan Yusuf, 2024). 

Salah satu instrumen pengawasan DPR yang memiliki kekuatan konstitusional paling 

signifikan adalah hak angket. Hak angket diatur secara tegas dalam Pasal 20A ayat (2) Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan dijabarkan lebih lanjut dalam Undang-

Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Hak angket memberikan 

kewenangan kepada DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan undang-undang dan 

kebijakan pemerintah yang dianggap penting, strategis, serta berdampak luas bagi masyarakat. 

Dalam praktik ketatanegaraan Indonesia, penggunaan hak angket DPR menunjukkan 

dinamika yang kompleks dan kerap menimbulkan polemik. Sejumlah penggunaan hak angket, seperti 

dalam kasus kebijakan pemerintah tertentu dan terhadap lembaga negara independen, memunculkan 

perdebatan mengenai batas kewenangan DPR serta potensi politisasi instrumen pengawasan. 

Fenomena tersebut menunjukkan adanya ketegangan antara fungsi pengawasan konstitusional dan 

kepentingan politik praktis yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan hak angket. 

Dari perspektif negara hukum (rechtsstaat), pengawasan terhadap tindakan pemerintah 

merupakan konsekuensi logis dari prinsip supremasi hukum. Friedrich Julius Stahl menegaskan 

bahwa salah satu unsur utama negara hukum adalah adanya pembagian kekuasaan yang disertai 

dengan mekanisme pengawasan terhadap penyelenggara negara (Putra et al., 2024). Oleh karena itu, 

hak angket DPR seharusnya berfungsi sebagai instrumen konstitusional untuk memastikan bahwa 

pemerintah bertindak sesuai dengan hukum dan tidak melampaui kewenangannya. 

Namun demikian, realitas praktik menunjukkan bahwa hak angket DPR belum sepenuhnya 

mampu mewujudkan prinsip checks and balances secara optimal (Muliadi dan Yusuf, 2024). 

Permasalahan tersebut menimbulkan urgensi untuk mengkaji secara mendalam pengaturan dan 

implementasi hak angket DPR dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini difokuskan pada dua rumusan masalah 

utama, yaitu bagaimana pengaturan hak angket DPR dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dan 

bagaimana implementasi hak angket DPR dalam mewujudkan prinsip checks and balances. Penelitian 

ini bertujuan untuk menganalisis secara normatif pengaturan hak angket DPR serta mengevaluasi 

implementasinya dalam praktik ketatanegaraan Indonesia. 

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan 

kajian hukum tata negara, khususnya terkait fungsi pengawasan legislatif, serta manfaat praktis bagi 
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DPR dan masyarakat dalam memahami kedudukan dan batasan hak angket sebagai instrumen 

pengawasan konstitusional. Unsur kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada analisis integratif 

antara pengaturan normatif hak angket dan dinamika implementasinya dalam praktik ketatanegaraan 

Indonesia kontemporer.  

 

B. Metode 

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bertujuan untuk mengkaji 

pengaturan dan implementasi hak angket Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam mewujudkan 

prinsip checks and balances dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Penelitian hukum normatif 

dipilih karena fokus penelitian ini menitikberatkan pada kajian norma hukum, asas hukum, serta 

doktrin hukum yang berkaitan dengan hak angket DPR sebagai instrumen pengawasan konstitusional.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Tahapan Riset 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan beberapa 

pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual 

(conceptual approach). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji ketentuan 

hukum yang mengatur hak angket DPR, khususnya Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan 

DPRD. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep-konsep hukum 

yang berkaitan dengan prinsip checks and balances, pemisahan kekuasaan, dan fungsi pengawasan 

legislatif dalam sistem ketatanegaraan. 

Data yang digunakan dalam penelitian ini seluruhnya merupakan data sekunder. Data 

sekunder tersebut terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. 

Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan objek 

penelitian, seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-

Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. 

Bahan hukum sekunder berupa buku-buku ilmiah, jurnal hukum, hasil penelitian, skripsi, tesis, serta 

pendapat para ahli hukum tata negara yang membahas hak angket, fungsi pengawasan DPR, dan 

prinsip checks and balances. 
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Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (library 

research). Studi kepustakaan dilakukan dengan cara menginventarisasi, mengkaji, dan menelaah 

berbagai bahan hukum yang relevan dengan topik penelitian. Seluruh data dikumpulkan dari sumber 

kepustakaan, baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan maupun literatur ilmiah yang tersedia 

di perpustakaan dan repository akademik. Pengumpulan data dilakukan selama proses penyusunan 

penelitian hingga tahap analisis. 

Data yang telah dikumpulkan kemudian diolah melalui proses klasifikasi dan sistematisasi. 

Klasifikasi dilakukan dengan mengelompokkan data berdasarkan jenis bahan hukum dan relevansinya 

dengan rumusan masalah penelitian. Selanjutnya, data disusun secara sistematis sesuai dengan 

kerangka pembahasan agar memudahkan proses analisis dan penarikan kesimpulan. 

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan metode analisis 

deskriptif-analitis. Metode ini digunakan untuk menggambarkan, menjelaskan, dan menganalisis 

secara mendalam ketentuan hukum mengenai hak angket DPR serta implementasinya dalam praktik 

ketatanegaraan Indonesia. Analisis dilakukan dengan cara menafsirkan norma hukum, mengaitkannya 

dengan konsep checks and balances, serta mengevaluasi kesesuaian antara pengaturan normatif dan 

praktik pelaksanaannya. 

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Implementasi Kesesuaian Hak Angket dengan Prinsip Checks and Balances 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif hak angket merupakan instrumen pengawasan 

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang memiliki dasar konstitusional yang kuat dalam sistem 

ketatanegaraan Indonesia. Pasal 20A ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 menegaskan hak angket sebagai bagian dari mekanisme pengawasan DPR terhadap 

pelaksanaan undang-undang dan kebijakan pemerintah. Pengaturan ini mencerminkan penerapan 

prinsip checks and balances dalam model Madisonian, di mana pemisahan kekuasaan tidak bersifat 

kaku, melainkan memungkinkan adanya hubungan saling mengawasi antar cabang kekuasaan negara. 

Dalam kerangka separation of powers yang bersifat fleksibel, pengawasan DPR melalui hak 

angket tidak dimaksudkan untuk menguasai atau mengintervensi kewenangan lembaga lain, 

melainkan untuk memastikan agar pelaksanaan kekuasaan eksekutif berjalan sesuai dengan ketentuan 

konstitusi. Dari perspektif negara hukum Pancasila, hak angket berfungsi sebagai instrumen 

pembatasan kekuasaan yang menekankan nilai keadilan, keseimbangan, dan tanggung jawab dalam 

penyelenggaraan pemerintahan. 

Namun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa implementasi hak angket dalam 

praktik ketatanegaraan Indonesia belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan prinsip checks and 

balances yang ideal. Beberapa penggunaan hak angket, seperti terhadap Komisi Pemberantasan 

Korupsi (KPK), penanganan kasus Bank Century, serta wacana hak angket terhadap Mahkamah 

Konstitusi, memperlihatkan adanya penyimpangan dalam penerapannya. Penyimpangan tersebut 

tercermin dalam dua kecenderungan utama, yaitu penggunaan hak angket yang berpotensi melampaui 

batas konstitusional (overreach) serta penghentian proses angket tanpa tindak lanjut kelembagaan 

yang efektif (underuse). 

Dalam kasus penggunaan hak angket terhadap KPK, meskipun Mahkamah Konstitusi melalui 

Putusan Nomor 36/PUU-XV/2017 menyatakan bahwa KPK berada dalam rumpun kekuasaan 

eksekutif dan dapat menjadi objek hak angket, pelaksanaannya menimbulkan perdebatan serius 

mengenai independensi lembaga penegak hukum. Secara normatif, putusan tersebut memberikan 

legitimasi konstitusional bagi DPR untuk melakukan pengawasan. Namun dalam praktiknya, hak 

angket tersebut dipandang sarat dengan kepentingan politik dan berpotensi mengganggu due process 

of law serta independensi KPK. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan checks and balances 

belum berjalan secara proporsional sesuai dengan tujuan konstitusionalnya. 

Hal serupa terlihat dalam kasus Bank Century. Secara normatif, hak angket dimaksudkan 

sebagai instrumen pengawasan DPR terhadap kebijakan penyelamatan bank yang berdampak 

sistemik. Akan tetapi, dalam praktiknya, proses penyelidikan melalui panitia khusus cenderung 

berhenti pada perdebatan politik dan tidak dilanjutkan dengan penggunaan hak menyatakan pendapat 

yang memiliki konsekuensi politik dan kelembagaan yang lebih tegas. Hal ini menunjukkan bahwa 

hak angket belum memiliki daya paksa yang kuat dalam praktik ketatanegaraan, sehingga fungsi 

pengawasan konstitusional DPR belum berjalan secara optimal. 
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Sementara itu, wacana penggunaan hak angket terhadap Mahkamah Konstitusi pasca Putusan 

Nomor 90/PUU-XXI/2023 menunjukkan adanya kecenderungan perluasan makna hak angket yang 

berpotensi melampaui batas konstitusional. Secara normatif, hak angket ditujukan untuk mengawasi 

pelaksanaan undang-undang dan kebijakan pemerintah oleh cabang eksekutif. Oleh karena itu, 

penggunaan hak angket terhadap lembaga yudikatif berpotensi bertentangan dengan prinsip 

independensi kekuasaan kehakiman. Tidak ditindaklanjutinya wacana tersebut ke tahap formal 

menunjukkan adanya kesadaran terhadap batas konstitusional, namun sekaligus mencerminkan 

ketidakkonsistenan dalam pelaksanaan fungsi pengawasan DPR. 

 

Faktor Penghambat Pelaksanaan Hak Angket DPR 

Hasil penelitian mengidentifikasi tiga faktor utama yang menghambat pelaksanaan hak angket DPR 

dalam mewujudkan prinsip checks and balances, yaitu hambatan normatif, politis, dan kelembagaan. 

 

Hambatan Normatif 

Secara normatif, pengaturan hak angket dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 

dimaksudkan untuk memberikan batasan yang jelas mengenai objek dan ruang lingkup pengawasan 

DPR. Pasal 79 ayat (3) UU MD3 menyatakan bahwa hak angket digunakan untuk menyelidiki 

pelaksanaan undang-undang dan kebijakan pemerintah yang penting, strategis, dan berdampak luas. 

Namun demikian, tidak adanya parameter yang jelas mengenai makna “penting”, “strategis”, dan 

“berdampak luas” menimbulkan kekaburan norma yang membuka ruang interpretasi yang berbeda di 

antara fraksi DPR. Kondisi ini berpotensi mendorong politisasi penggunaan hak angket. 

Selain itu, penyebutan istilah “kebijakan pemerintah” tanpa kejelasan mengenai lembaga yang 

termasuk di dalamnya menimbulkan perdebatan mengenai status lembaga independen, seperti KPK, 

Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-

XV/2017 yang menyatakan KPK sebagai bagian dari rumpun eksekutif memperkuat legitimasi 

normatif penggunaan hak angket, tetapi sekaligus memunculkan kritik bahwa DPR telah melampaui 

kewenangannya. Ketiadaan mekanisme sanksi yang efektif juga menyebabkan hak angket kehilangan 

daya paksa (enforcement power), karena tindak lanjut politik hanya dapat dilakukan melalui hak 

menyatakan pendapat yang membutuhkan dukungan mayoritas DPR. 

 

Hambatan Politis 

Dalam kerangka checks and balances model Madisonian, pengawasan legislatif seharusnya 

dijalankan untuk menahan dominasi kekuasaan eksekutif, bukan untuk kepentingan politik jangka 

pendek. Namun secara empiris, konfigurasi politik di DPR sangat mempengaruhi pelaksanaan hak 

angket. Kepentingan antar fraksi, dominasi koalisi pemerintah, serta loyalitas anggota DPR terhadap 

partai politik masing-masing menyebabkan hak angket sering digunakan secara selektif atau bahkan 

tidak digunakan sama sekali. 

Dinamika politik tersebut berdampak pada proses penyelidikan panitia angket yang kerap 

terpecah ke dalam blok-blok kepentingan. Akibatnya, fokus penyelidikan bergeser dari upaya 

pencarian kebenaran substantif menuju kompromi politik, sehingga hasil hak angket menjadi kurang 

objektif dan kehilangan legitimasi sebagai instrumen pengawasan konstitusional. 

 

Hambatan Kelembagaan 

Selain hambatan normatif dan politis, pelaksanaan hak angket DPR juga menghadapi hambatan 

kelembagaan. Secara empiris, mekanisme kelembagaan yang mendukung pelaksanaan hak angket 

masih lemah, baik dari sisi kapasitas teknis maupun dukungan analisis kebijakan. Keterbatasan data, 

minimnya dukungan penelitian akademik, serta tidak terintegrasinya hasil hak angket dengan 

instrumen pengawasan DPR lainnya menyebabkan rekomendasi angket sulit untuk ditindaklanjuti 

secara efektif. 

Kuatnya pengaruh konfigurasi politik dalam struktur kelembagaan DPR turut memperparah 

hambatan tersebut. Pelaksanaan hak angket lebih banyak ditentukan oleh pertimbangan dan kompromi 

politik dibandingkan dengan dorongan untuk menjalankan fungsi pengawasan konstitusional secara 

konsisten. Akibatnya, pengawasan sering berhenti pada tahap penyelidikan tanpa adanya kelanjutan 

yang jelas melalui instrumen pengawasan lainnya. 
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D. Kesimpulan 

Hak angket Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merupakan instrumen pengawasan yang 

memiliki dasar konstitusional yang kuat dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Pengaturan hak 

angket sebagaimana tercantum dalam Pasal 20A ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan 

DPRD menegaskan kedudukan hak angket sebagai bagian dari fungsi pengawasan DPR dalam rangka 

mewujudkan prinsip checks and balances antara lembaga legislatif dan eksekutif. 

Namun demikian, penelitian ini menemukan bahwa implementasi hak angket DPR dalam 

praktik ketatanegaraan belum berjalan secara optimal. Pelaksanaan hak angket kerap menghadapi 

berbagai permasalahan, antara lain ketidakjelasan batas objek hak angket, kuatnya pengaruh 

kepentingan politik dalam proses penyelidikan, serta lemahnya tindak lanjut atas rekomendasi Panitia 

Khusus (Pansus) Angket. Kondisi tersebut menyebabkan hak angket belum sepenuhnya berfungsi 

sebagai instrumen pengawasan konstitusional yang efektif. 

Selain itu, hasil penelitian menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan normatif hak 

angket sebagai mekanisme checks and balances dan realitas implementasinya dalam praktik. Dalam 

beberapa kasus, hak angket lebih dipersepsikan sebagai alat tekanan politik dibandingkan sebagai 

sarana pengawasan yang objektif dan konstitusional. Hal ini berimplikasi pada melemahnya fungsi 

pengawasan DPR serta menurunnya kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif. 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa meskipun hak angket DPR secara normatif telah 

dirancang untuk menjaga keseimbangan kekuasaan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, 

efektivitasnya dalam praktik masih memerlukan penguatan. Diperlukan kejelasan pengaturan 

mengenai objek hak angket, konsistensi tindak lanjut hasil penyelidikan, serta peningkatan integritas 

dan komitmen politik DPR agar hak angket dapat berfungsi secara optimal sebagai instrumen checks 

and balances dan penjaga prinsip negara hukum. 
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